


Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada 'lahkamah Konstitusi 

perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suc,ra Hasil Pemilihan 

Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan, 

berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 

Nomor 560 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasi l Pemilihan Bupati 

dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 

Bertanggal 1 Desember 2024 yang di umumkaL pada hari minggu 

tanggal 1 Desember Pukul 18.00 Wita. 

I . KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 

a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemcrintah Pengganti

UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang ?emilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Jndang sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir d,?ngan lJndang-lJndang

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan P�raturan Pemerintah

Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan

Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Penggcinti lJndang-lJndang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Wali kota Menj adi Undang-Undang Menj ,,di lJndang-Undang,

sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui

Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022

selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan

perolehan suara tahap akhir hasil Pemi:ihan diperiksa dan

diadili oleh Mahkamah Konstitusi".

b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan

Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Calon

Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan,
berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow

Selatan Nomor 560 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang

Mongondow Selatan Tahun 2024 Bertanggal 1 Desember 2024;

c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon

Mahkamah Konstitusi berwenang memeriKsa dan mengadili

perkara perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil

Pemilihan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang

Mongondow Selatan, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten

Bolaang Mongondow Selatan Nomor 560 Tahun 2024 tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 Bertanggal 1 Desember

2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2)

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang

Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota, ( PMK 3/202 4) , yang pad a

pokoknya menyatakan Permohonan hanya_dapat diajukan dalam

jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhi tung
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sejak diumumkan penetapan perolehar suara hasil pemilihan 

oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kot i; 

b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Bol 1ang Mongondow Selatan

Nomor 560 Tahun 2024 tentang Pen, tapan Hasi] Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bclaang Mongondow Selatan

Tahun 2024 Bertanggal 1 Desember 20.'4 yang di umumkan pada

hari minggu tanggal 1 Desember Puku- 18.00 Wita;

c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon,

Permohonan Pemohon diajukan ke Mah-'.:amah Konstitusi masih

dalam tenggang waktu pengajuan nermohonan sebagaimana

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakrn ( 1) Pemohon dalam

perkara perselisihan hasil Pemilitan adalah: ... b. pasangan

calon Bupati dan Wakil Bupati;

b. Bahwa Keputusan KPU Bolaang Monge ndow Sela tan Nomor 38 7

Tahun 2024 tentang Penetapan fasangan Calon Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Burati Bolaang Mongondow

Selatan Tahun 2024, Pemohon Sebagai Pasangan Calon Bupati

dan Wakil Bupati Bolaang Mongondo� Selatan tahun 2024;

c. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Bol aang Mongondow Sela tan

Nomor 390 Tahun 2024 tentang Penetepan Nomor Urut

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Bolaang Mongondow Se lat an Tahun 2024, Pemohon

adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wa kil Bupati

Kabupaten Bolaang Mongondow Sela'..:an Tahun 2024, dengan

Nomor Urut l;

d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf
b/huruf c/huruf d a tau Pasal 158 ayat ( 2) huruf a /huruf

b/huruf c/huruf d UU 10/2016,Pescrta Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan

Wa kil Wali kota dapat mengaj u kan pe rmohond n dengan

ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Pertedaan Perolehan Suara 

Berdasarkan Penetapan 

No Jumlah Penduduk Perolehan Suara Hasil 

Pemilihan oleh KPU/KIP 

Kabupaten/Kota 

1 :s; 250.000 2% 

2 > 250.000 - 500.000 1,5% 

3 > 500.000 - 1.000.000 1% 

4 > 1.000.000 0,5% 

e. Bahwa Pemohon adalah pa sang an Cal on Bupati dan Wa ki l

Bupati Bolaaang Mongondow Selatan dengan jumlah penduduk

87.012 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan

perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon
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peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 29 % 

dari total suara sah hasil penJhitungan suara tahap akhir 

yang ditetapkan oleh KPU K�bupaten Bolaang Mongondow 

Selatan. 

f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap

a khir yang di tetapkan olel. KPU Kabupa ten Bolaang

Mongondow Selatan adalah sebEsar 47.461 suara, sehingga

perbedaan perolehan sua ra y,, ng diperkena n kan oleh UU

10/2016 antara Pemohon dengan oasangan calon peraih suara

terbanyak adalah paling ban ya:: 2% x 4 7. 4 61 suara ( total

suara sah) = 949 suara.

g. Bahwa berdasarkan data Rekar i tulasi Termohon, selisih

perolehan suara antara PemoLon dengan pasangan calon

peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut

2 adalah sebesar 19.251 suara.

h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan

Pasangan Cal on Nomor Urut 2 :Ii atas di karena kan antara

lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur,

sistematis dan mas if berupa [ Jgaan Poli ti k uang, Dugaan

Keterlibatan ASN dan Kepala :)esa / apparat desa dalam

mengkampanyekan salah satu ca_on.

i. Bahwa dalam beberapa Put u:�an Mah kamah sebel umnya,

Mahkamah menunda pember la kuar ketent uan "ambang ba tas"

Pasal 158 UU 10/2016 secara kcisuistis [di antaranya vide

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018

bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 

84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 

101 /PHP. BUP-XIX/2021 bertangg.:,l 19 Maret 2 021, Put usan 

Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 

2021, Putusan Mahkamah Nnmor 135/PHP. BUP-XIX/2021 

bertanggal 15 Apr i 1 2021, d.rn Put usan Mah kama h Nomor 

145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan 

dalam penyelesaian perselisiha� hasil pemilihan gubernur, 

bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 

10/2016 dipertimbangkan b0rsamasama engan pokok 

permohonan Pemohon. Deng an ka ta lain, ket ida kterpenuhan 

syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan 

Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama 

dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan 

Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 

2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 

bertanggal 18 Maret 2021, Put usan Ma hkamah Nomor 

5 9/ PHP. BUP-XIX/2021 bertangga 1 18 Maret 2 021, Put usan 

Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 

2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 

bertanggal 19 Maret 2021, Put usan Ma hkamah Nomor 

51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan 

Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 

2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah 

untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap 

permohonan a quo; 
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J. Bahwa berdasarkan uraiar tersebut di atas, menurut

Pemohon, Perno hon memil i ki kedudu kan hu kum at au set ida k­

tidaknya dilakukan penund, an keterpenuhan syarat formil

kedudukan hukum dalam mei gajukan Permohonan pembatalan

Keputusan KPU Kabupaten B,laang Mongondow Selatan Nomor

5 60 Tahun 202 4 tentang Pe'1etapan Hasi l Pemi l ihan Bupa ti

dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Tahun 2024 sebelum dibukt~kan bersama-sama dengan pokok

permohonan, dalam Pemiliha� Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Bolaang Mongondcw Selatan Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN
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1. Bahwa berdasarkan penet apan hasil penghi tungan suara

oleh Termohon, peroleha:1 suara masing-masing pasangan

calon, sebagai berikut
�  

- - - --- -

No Nama Pasang a n Calon Perolehan Suara 

1 ARSALAN MAKALALAG 
, S. PD., M.M. 

dan 14.105 

ORA. HART I NJ\. s. BADU 

2 HI. ISKANDAR KAMARI ' S. PT., M.SI. I 

dan 33.356 

DEDDY ABDU= ' HAMID 

Total Suara Sah 47.461

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat 

kedua dengan perolehan suara sebanyak 14.105 suara) 

2. Bahwa Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow

Selatan Nomor urut 2 yav.ni HI. ISKANDAR KAMARU, S.PT.,

M.Si dan DEDDY ABDUL HA�ID adalah Calon Incumbent atau

Petahana dalam Pilkada Eolaang Mongondow Selatan Tahun

202 4 yang sebel umnya TE rpi lih Pada Pi l kada Kabupa ten

Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020 sebagai Bupati

dan Wakil Bupati Periode 2021-2024;

3. Bahwa menurut Pemohon s�lisih perolehan suara Pemohon

tersebut disebabkan adanya fakta-fakta pelanggaran

secara Terstruktur, Sistematis dan Mas if yang memang

mempengaruhi penurunan perolehan suara Pemohon dengan

berbagai cara dengan ur2ian-uraian sebagai berikut :

1) KECURANGAN-KECURANGAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA

(ASN}

1) Politik Uang yang diduga dilakukan oleh Oknum

kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang 

Mongondow Selatan dilokasi TPS dikecamatan 

Pinolosian yakni dengan membagi uang pecahan 
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Rp. 50. 000 kepa·:!a masyarakat yang a kan menuj u ke 

TPS; 

2) Pembagian Bant \,an Per leng kapan Ana k Se kolah oleh

Kepala Sekolah berupa Buku, Seragam, Sepatu dan

Tas Sekolah yarg bergambarkan Calon Kepala Daerah

Nomor urut 2 HJ. ISKANDAR KAMARU, S.PT., M.Si dan

DEDDY ABDUL HAMID pada masa tenang dan pada saat

pembagian Kepala Sekolah diduga menyampaikan

kepada anak murid yang menerima bantuan tersebut

agar menyampai kan kepada Ke 2 ( dua) orang t uanya

memilih Pasang,:-,n Calon Nomor urut 2 HI. ISKANDAR

KAMARU, S.PT., M.Si dan DEDDY ABDUL HAMID;

2) KECURANGAN OLEH KEPALA DESA DAN APARAT DESA

l)Kepala Desa Torosik Kecamatan Pinolosian di duga

mempengaruhi pt�milih untuk memilih Nomor urut 2

HI. ISKANDAR KAMARU, S.PT., M.Si dan □EDDY ABDUL

HAMID dengan cara masuk ke Lokasi TPS dan menerima

Surat Suara calan Pemilih serta Bersama-sama calon

pemilih masuk pada Bilik Suara. Semua perbuatan

kepala Desa d2-biarkan dan tidak dilarang oleh

Petugas KPPS dan Panwas yang berada di lokasi TPS

saat itu;

2)Kepala Dusun/Aparat Desa Sinandaka Kecamatan

Helumo dan anggota KPPS di Duga mengarahkan para

pemilih di TPS untuk memilih Nomor urut 2 HI.

ISKANDAR KAMARU, S.PT., M.Si dan DEDDY ABDUL HAMID

dengan cara Kepala dusun Bersama calon pemilih

masuk kedalam Jokasi TPS sampai kebilik suara;

3) Kepala Dusun/Ar,arat Desa Dumag in Kee. Pinolosian 

Timur diduga membantu dan memfasilitasi Politik 

uang yang dilakukan oleh Tim Pemenangan pasangan 

calon Nomor urut 2 HI. IS KAN DAR KAMARU, S. PT., 

M. Si dan DEDDY ABDUL HAMID dengan cara Bersama

sama Tim tersebut mendatangi rumah-rumah warga dan

menyerahkan uang sejumlah Rp 300.000 (pecahan 100

ribu) dan mengarahkan untuk memilih pasangan calon

Nomor urut 2 HI. ISKANDAR KAMARU, S.PT., M.Si dan

DEDDY ABDUL HAMID.

3) KETERLIBATAN OKNUM KPPS DALAM PEMILIHAN DI TPS

1) Oknum KPPS di desa Torosik Kecamatan Pinolosian

membiarkan oknum kepala desa masuk ke lokasi TPS

dan mengarahkan calon pemilih untuk memilih

pasangan calon Nomor urut 2 HI. ISKANDAR KAMARU,

S.PT., M.Si dan DEDDY ABDUL HAMID;



2) Oknum KPP:3 di Des a Sinanda ka Kecama tan Hel umo

mengarahka1. calon Pemilih di TPS untuk memilih

pasangan c,lon Nomor urut 2 HI. ISKANDAR KAMARU,

S.PT., M.S_ dan DEDDY ABDUL HAMID.

4) PANWASLU MEMBIARKAN TERJADINYA PELANGGARAN DAN TIDAK

MELAPORKAN TEMUAN

1) 

2) 

Dugaan Po�itik Uang oleh Oknum Kepala Dinas

Pendidikan yang dilakukan di Lokasi TPS tidak

laporkan o:eh Panwas;

Dugaan Pe�anggaran yang dilakukan oleh Oknum

Kepala Des0 dan Aparat Desa di Lokasi TPS tidak

di tegur d?.n dilaporkan sebagai Pelanggaran;

5) INTIMIDASI DIDUGA DILAKUKAN OLEH OKNUM KEPALA DESA

KEPADA MASYARAKAT

1) Di dug a ka2 ena mendukung salah satu cal on kepala

daerah yan J tidak sesuai arahannya Aparat Desa

diberhentikan tanpa alasan yang jelas;

2) Di duga kaiena mendukung salah satu calon kepala

daerah yanJ tidak sesuai arahannya Guru Ngaj i

diberhentikan tanpa alasan yang jelas;

3) Diduga karena tidak mendukung Calon Kepala Daerah

pilihannya, Kepala Desa mengusir warganya untuk

keluar dari Desa dengan alas an karena tidak lagi

disukai oleh warga;

4) Diduga karena melaporkan Oknum Kepala Des a Ke

Bawaslu karena malakukan intimidasi kepada

masyarakat desa pada saat pemilihan di TPS, warga

yang melapcr di Denda sebesar Rp.5 Jt.

V. PETITUM

Berdasarkan sel uruh uraian sebagaimana tersebut di atas,

Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk 

menjatuhkan putusan sebagai berikut: 

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Tidak Sah dan tidak mengikat Keputusan KPU

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 560 Tahun 2024

tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 Bertanggal

1 Desember 2024;

3. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow

Selatan Nomor 560 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang

Mongondow Selatan Tahun 2024 Bertanggal 1 Desember 2024
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yang di umumka:1 pada hari minggu tanggal 1 Desember Pukul 

18.00 Wita; 

4. Memutuskan tinak sah dan batal penetapan Hi. Iskandar

Kamaru, S.PT.,M.Si dan Deddy Abdul Hamid Pasangan Calon

Bupati dan W�kil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow

Terpilih Tahu� 2024 Nomor Urut 2 berdasarkan Keputusan

KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 560 Tahun

2024 tentang Fenetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupat en Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024

Bertanggal 1 Desember 2024 dan Berita Acara dan

Sertifikat Ta�ggal 1 Desember 2024 tentang Rekapitulasi

hasil perhitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan

dalam Pemiliha� Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

5. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak

Pasangan Calon Nomor Urut 2 Hi. Iskandar Kamaru,

S. PT., M. Si dar, Deddy Abdul Hamid sebagai Cal on Peserta

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boloaang

Mongondow Selatan Tahun 2024 dalam pelaksanaan Pemungutan

Suara Ulang PEmilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Boloaang Mongondow Sela tan karena terbukti telah

melakukan pelanggaran ketentuan Pilkada; 

Atau 

1. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang

Mongondow Selatan melakukan Pemilihan Suara Ulang

Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow 

Selatan Tahun 2024 khususnya di Kecamatan Pinolosian, 

Kecamatan Posigadan, Kecamatan Pinolosian Timur, 

Kecamatan Helurno dan Kecamatan Pinolosian Tengah dan 

selanjutnya dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan 

sejak Putusan Mahkamah Konsttitusi ditetapkan; 

2. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati

dan Wakil Bupati Bolaang mongondow Selatan dalarn

Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor

560 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

-

No 

1 

2 
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Nama Pasangan Calon 

ARSALAN MAKALALAG, S. PD., 

dan 

ORA. HARTINA s. BADU 

HI. ISKANDAR KAMARU, S. PT., 

dan 

DEDDY ABDUL HAMID 

Total Suara Sah 

-

M.M. 

M. SI.

-

Perolehan Suara 

33.356 

14.105 

47.461 



3. Memerintahf:an Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak

Pasangan '�alon Nomor Urut 2 Hi. Iskandar Kamaru,

S. PT., M. Si dan Deddy Abdul Hamid sebagai Cal on Peserta

Pasangan C,lon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boloaang

Mongondow �elatan Tahun 2024 dalam pelaksanaan Pemungutan

Suara Ulanq Pemilihan 

Boloaang Mongondow 

melakukan pelanggaran 

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 

Sela tan karena terbukti tel ah 

ketentuan Pilkada; 

4. Memerintahkan kepada Kornisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bolaaang Mongondow Selatan untuk melaksanakan putusan

ini.

Atau Apabila Mahkamah Konsti tusi berpendapat lain, mohon 

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) 

Hormat kami, 

PEMOHON/KUASA HUKUM 

c::::::::---------2 :s
FANLY KATILI, S.Pd.,SH.,MH WARSITO 

NURDIANA SULTAN., H.MH.,CPLC 
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